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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT
karena dengan rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Purworejo Tahun 2022 telah selesai disusun. LKjIP ini disusun sebagai
langkah nyata Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan good governance dan mencerminkan
adanya komitmen yang kuat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam berupaya memenuhi tuntutan
perubahan tata kelola kepemerintahan menuju ke arah kinerja instansi

pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel.

LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, serta
sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan dalam mengelola instansi Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
Tahun 2022. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP
Kabupaten Purworejo Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Tahun 2022.

Purworejo, Januari 2023

KEPALA,DINKUKMP
KABUPATEN PURWOREJO

GATHOT SUPRAPTO, SH
Pembina TK I
| NIP. 19661223 199403 1 005
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1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan
kepemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang
mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan
untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan
prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-
prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan
system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan system pertanggungjawaban
instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP). Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan
akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja
instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan
rencana stratefgis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan
data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun
dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi
pemerintah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo dalam hal ini wajib mengkomunikasikan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak
terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini.




1.2

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah

memberikan  informasi yang jelas, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Tahun 2022 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra SKPD

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten

Purworejo.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

1. Untuk mendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat;

2. Menjadikan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo sebagai instansi pemerintah yang akuntabel
sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya,;

3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Purworejo dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga
dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi
pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah.




1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang mendasari penulisan LKjIP Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah :

10.

11.

Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan
Kinerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010
Nomor 3 );

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 14 Seri E Nomor 8 );

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-
2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor
10 );

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwoejo Nomor

4);



1.4.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3)

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ( Berita
daerah Tahun 2021 Nomor 33 Seri E Nomor 30 );

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Tugas
Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Urusan
Pemerintahan Bidang Koperasi ,Urusan Kecil,dan menengah serta
Perdagangan;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil Menegah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026
sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Bupati Purworejo
nomor 37 tahun 2022 Seri E Nomor 33 tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil Menegah
dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026;
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tanggal 27
Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (
Berita Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2022 nomor 103 Seri A
nomor 8 );

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan
Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

PROFIL ORGANISASI DINKUKMP KABUPATEN PURWOREJO

1.4.1.

Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kewenangan
Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun
2021 tentang Tugas Urusan Pemerintahan dan Tugas

Pembantuan di Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi




,Urusan Kecil,dan menengah serta Perdagangan diberi
mandat/kewenangan untuk membantu Bupati untuk
melaksanakan tugas di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil Mikro
dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.
2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang koperasi,
usaha mikro kecil menegah, perdagangan serta pengelolaan

pasar.

3. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dan BidangPerdagangan yang meliputi
KoperasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah serta
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;

b. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja
Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang
Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta Perdagangan dan Pengelolan Pasar;

c. Pembinaan dan Pengendalian teknis Bidang Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang
meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta
Perdagangan dan Pengelolan Pasar;

d. Penyelenggaraan Perijinan dan pelayanan umum Bidang
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang
Perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta Perdagangan dan Pengelolan Pasar;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis
dengan pihak lain Bidang Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan dan
Pengelolan Pasar;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bidang Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah dan Bidang Perdagangan yang meliputi




Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta
Perdagangan dan Pengelolan Pasar;
g. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsi.
1.4.2. Struktur Organisasi
1. Susunan Organisasi
Susunan organisasi DINKUKMP terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Koperasi dan UKM
d. Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan
e. Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan
Kemetrologian

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Organisasi

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo sebagaimana tampak dalam Gambar 1.1




Dengan Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Bagan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Purworejo
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1.4.3. Dukungan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan semua program kerja dan
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Tahun 2022 DINKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut :




Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Juml(?)lrlalr)leg%awai

1 |sD -
2 | SLTP 10
3 | SLTA 53
4 | D3 6
5 |s1 1
6 |S2 6

Jumlah 93

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasar Golongan

Golongan

Jumlah Pegawai

(orang)

A W N R

I
I

7
57
23

6

Jumlah

93

Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasar Eselon Jabatan

No. Eselon Jumlah Pegawai
(orang)
1 II 1
2 111 4
3 v 5
4 Non Eselon 36
Jumlah 93

2. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki DINKUKMP Kabupaten Purworejo

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.4. Data Perlengkapan

No. Nama Perlengkapan Jumlah
1 Alat Besar. 3
2 Komputer 101
3 Rambu-rambu 10
4 Alat Angkutan 101




5 Alat bengkel dan alat ukur 15
6 Alat Pertanian 2
7 Alat kantor dan rumah tangga 1015
8 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 16
9 Alat Kedokteran dan Kesehatan 40
10 Alat Laboratorium 163

1.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Isu Strategis sesuai dengan RPJMD dan Renstra DKUKMP adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing UMKM yang disertai dengan
modernisasi koperasi dan pengembangan ekonomi local
sesuai komoditas masing-masing wilayah yang mendukung
kontribusi pada sector Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda

2. Meningkatkan pelayanan public yang responsive berbasis
teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat

3. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM dengan memastikan
bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan,

perlindungan dan dukungan berusaha seluas mungkin.

1.6. SISTEMATIKA

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan
tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan
Sistematika Penulisan LKjIP.

2. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian
ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran.




Bab IV Penutup berisi tentang uraian simpulan umum atas
capaian kinerja dan Langkah-langkah dimasa mendatang yang
akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran — lampiran.

T T s



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis RPJMD (2021-2026)

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landsan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati
terpilih tahun 2016 serta penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta
memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang
Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

2.1.1 Visi Kabupaten Purworejo
“ Purworejo Berdaya saing 2025”.
2.1.2 Misi Kabupaten Purworejo

Dalam upaya menuju visi diatas berikut misi — misi Kabupaten

Purworejo dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul
dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan
keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.

b. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang
sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

c. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis
UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni
budaya.

d. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

e. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur

yang didukung kemajuan teknologi informasi.

T T s



2.1.3 Tuyjuan dan Sasaran

Berdasarkan misi Kabupaten Purworejo maka misi yang sesuai dengan
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah misi no
3 yaitu Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni
budaya bertujuan : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
keberhasilannya diukur dengan indikator angka Pertumbuhan Ekonomi
(PE) dan didukung sasaran Meningkatnya PDRB Per Kapita yang diukur
melalui indikator PDRB per kapita. Dengan kerangka pikir tersebut,
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Purworejo berperan dalam peningkatan peran usaha masyarakat dalam
pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, khususnya pada sektor
koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Adapun Tujuan dan sasaran perbidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi dan UKM

Tujuan:

a. Meningkatkan gerakan koperasi yang mandiri
dan maju;

b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

penguatan kelembagaan koperasi;
C. Meningkatkan kualitas usaha Koperasi yang
handal dan tangguh.

d. Meningkatkan gerakan UMKM yang mandiri dan
maju;
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

penguatan kelembagaan UMKM;
f. Meningkatkan kualitas usaha UMKM yang handal
dan tangguh.

Sasaran:

a. Meningkatnya kemampuan manajerial koperasi;

b. Meningkatnya kemampuan akses Koperasi;

C. Meningkatnya pembinaan penyehatan KSP/USP;

d. Meningkatnya kualitas SDM Koperasi, sarana dan
prasarana.

e. Meningkatnya kemampuan manajerial UMKM;
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f.  Meningkatnya akses UMKM kepada sumber daya
produktif jaringan usaha dan teknologi informasi,
akses pasar;

g. Meningkatnya kualitas SDM dari Sarana dan
Prasarana UMKM.

Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Tujuan:

a. Meningkatkan distribusi barang, meningkatkan
pendapatan produsen dan pedagang serta
pengusaha dan meningkatkan pendapatan daerah;

b. Memberdayakan usaha perdagangan sehingga
dapat bersaing di pasar bebas.

C. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan
konsumen

d. Meningkatkan kualitas SDM pedagang pasar.

e. Meningkatkan pendapatan pedagang pasar dan

penerimaan daerah dari sektor retribusi.

f. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas pasar
daerah.
g. Meningkatkan kebersihan, ketertiban ,keamanan

dan penataan pedagang.

Sasaran:

a. Meningkatnya kualitas SDM pengusaha di arena
perdagangan bebas.

b. Meningkatnya  kesadaran pengusaha  dalam
mentaati peraturan.

C. Meningkatnya kualitas SDM pasar.
Meningkatnya pendapatan pedagang dan PAD.

e. Meningkatnya pembangunan/rehab dan

pemeliharaan pasar daerah.
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2.1.4  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINKUKMP
Kabupaten Purworejo Tahun 2022

Sasaran Strategis,

No Indikator Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

2 3

Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas

Persentase Jumlah koperasi yang berkualitas

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM

Penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten
kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap
PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP
KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang

Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)
Daerah

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi
kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN




Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/
Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,
Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin

Persentase Jumlah Mikro Berizin yang sudah melakukan kemitraan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan

melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

Pendataan Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
Mikro

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala

Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil
dalam pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM serta desain
dan teknologi

Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar
dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
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Pembinaan terhadap Pengelola Sarana
Dostribusi Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING

Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1

(Satu) Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten /Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan
yang terdapat pada 1 kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Pameran Dagang Nasional

Pameran Dagang Lokal

PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera,
Tera Ulang

Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
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Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten /Kota

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan

2.1.5 Indikator Kinerja Utama
Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.4/
1250.1 / 2022

Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2.1.6 R
1 Meningk&tnya jumlah koperasi Persentase Koperasi yang
berkualitfalls Berkualitas
. . Persentase Usaha Mikro Berizin
5 Meningk&tnya kualitas usaha yang Sudah Melakukan

mikro yapg berizin Kernitraan

PDRB Sektor Perdagangan Besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan

3 | Meningkatnya nilai tambah
bruto sektor perdagangan besar

dan eceran; reparasi mobil dan Sepeda
sepeda
Uraian Program/Kegiatan Indikator Satuan Target
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN IZIN Persentase Rekomendasi Izin % 100%
USAHA SIMPAN PINJAM Koperasi (simpan pinjam dan
usaha simpan pinjam) yang
tepat waktu
Penerbitan Izin Usaha Simpan Keluaran : Jumlah Penerbitan Unit 2
Pinjam untuk Koperasi dengan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Usaha
Wilayah Keanggotaan dalam Koperasi dengan Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Jumlah Usaha Simpan Pinjam Unit 2
Simpan Pinjam dan Pembukaan dan Pembukaan Kantor Cabang, Usaha
Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor
Pembantu dan Kantor Kas Kas Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam untuk untuk Koperasi dengan Wilayah
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota
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Penerbitan Izin Pembukaan Jumlah Penerbitan Izin Unit 1
Kantor Cabang, Cabang Pembukaan Kantor Cabang, Usaha
Pembantu dan Kantor Kas Cabang Pembantu dan Kantor
Koperasi Simpan Pinjam untuk Kas Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi dengan Wilayah untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten /Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Jumlah Kantor Cabang, Cabang Unit 1
Pembukaan Kantor Cabang, Pembantu dan Kantor Kas Usaha
Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk
Kas Koperasi Simpan Pinjam Koperasi dengan Wilayah
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi yang % 67,40%
PEMERIKSAAN KOPERASI kelembagaan dan Pengelolaan

Usahanya Sesuai dengan

Peraturan Perkoperasian
Pemeriksaan dan Pengawasan Keluaran : Pemeriksaan dan Koperasi 273
Koperasi, Koperasi Simpan Pengawasan Koperasi
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Telah Unit 273
Kesehatan, Kemandirian, Dilakukan Pengawasan Usaha
Ketangguhan, serta Akuntabilitas | Kekuatan, Kesehatan,
Koperasi Kewenangan Kemandirian Ketangguhan, serta
Kabupaten/Kota Akuntabilitas Koperasi

Kewenangan Kabupaten /Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Unit 273
terhadap Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan Usaha
Undangan Kewenangan Kewenangan Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota Kinerja
PROGRAM PENILAIAN Persentase Koperasi Sehat % 86,05%
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Keluaran : Terukurnya Kesehatan Koperasi 86
Simpan Pinjam /Unit Simpan KSP/USP
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan | Jumlah Unit Usaha Koperasi Unit 86
KSP/USP Koperasi Kewenangan yang Telah Dilakukan Penilaian Usaha
Kabupaten /Kota Kesehatan
Penghargaan Kesehatan Jumlah Koperasi yang Unit 86
KSP/USP Koperasi Kewenangan Mendapatkan Penghargaan Usaha
Kabupaten /Kota Kesehatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN . . Persentase 6,59%
LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Memiliki

SDM Berkompeten
Pendidikan dan Latihan Keluaran : Jumlah Koperasi Koperasi S

Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

yang Ditingkatkan Kualitas
SDMnya
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Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami Orang 190
Pengetahuan Perkoperasian serta | Pengetahuan Perkoperasian
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi yang Dibina Persentase | 14,65%
DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan | Keluaran : Jumlah koperasi dan Unit 40
Koperasi yang Keanggotaannya UMKM yang meningkat usaha
dalam Daerah Kabupaten/Kota kapasitasnya
Pemberdayaan Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami Orang 40
Produktivitas, Nilai Tambah, Pengetahuan UKM dan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kewirausahaan
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Usaha Mikro yang % 4,47%
USAHA MENENGAH, USAHA Dibina
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang | Keluaran :Jumlah usaha mikro UMKM 11130
Dilakukan melalui Pendataan, yang dibina, terdata,
Kemitraan, Kemudahan melaksanakan kemitraan,
Perizinan, Penguatan legalitas, kelembagaan dan
Kelembagaan dan Koordinasi koordinasi dan sinkronisasi
dengan Para Pemangku dengan para pemangku
Kepentingan kepentingan
Pendataan Potensi dan Jumlah Unit Usaha yang Unit 10000
Pengembangan Usaha Mikro Produktif, Bernilai Tambah, Usaha

Memiliki Akses Pasa r, Akses

Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan

Manajemen, Standarisasi, dan

Restrukturisasi Usaha Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan melalui Kemitraan | Jumlah Unit Usaha yang Telah Unit 200
Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha Usaha

Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Unit 150
Usaha Mikro Mendapatkan Perizinan Usaha
Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Unit 780
Potensi dan Pengembangan Menerima Pembinaan dan Usaha
Usaha Mikro Pendampingan Terhadap Usaha

Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah SDM yang Telah Orang 270
dengan Para Pemangku Melakukan Koordinasi dan
Kepentingan dalam Sinkronisasi dengan Para
Pemberdayaan Usaha Mikro Pemangku Kepentingan dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Usaha Mikro yang % 5,08%
UMKM Berijin yang Meningkat Menjadi

Wira Usaha
Pengembangan Usaha Mikro Keluaran : jumlah usaha mikro unit 90
dengan Orientasi Peningkatan yang meningkat menjadi usaha usaha

Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

kecil
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Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Unit 100
Usaha Kecil dalam Terfasilitasi dalam Usaha
Pengembangan Produksi dan Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENUNJANG Persentase Layanan Penunjang % 100%
URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kabupaten
Perencanaan, Penganggaran, dan | Keluaran: Jumlah Dokumen Dokumen 7
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, dan
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 15
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan | Dokumen 1
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen 1
Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan | Dokumen 1
SKPD Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen 1
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan 16
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 6
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Keluaran : Persentase Layanan % 100%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Orang/ 115
ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan 6
Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 26
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Dokumen 1
Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Keluaran : Persentase Layanan % 100%

Daerah

Administrasi Umum Perangkat
Daerah
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Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 2
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Keluaran : Jumlah Laporan Laporan 3
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 12
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Keluaran : Barang Milik Daerah Jenis 3
Daerah Penunjang Urusan (BMD) Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Unit 7
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 21
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Unit 1
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pasar Daerah Dalam % 19,35%
SARANA DISTRIBUSI Kondisi Baik
PERDAGANGAN
Persentase Ketertiban % 20,00%
Pengelola Sarana Distribusi
Pembangunan dan Pengelolaan Keluaran : Sarana Distribusi Pasar 31
Sarana Distribusi Perdagangan Perdagangan yang Dikelola Daerah
Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Sarana Distribusi unit 4
Perdagangan Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Fasilitasi Pengelolaan unit 31
Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Keluaran : Jumlah Pengelola Pengelola 80
Sarana Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya yang Dibina
Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil dokumen 4
Pengelola Sarana Distribusi Pembinaan dan Pengendalian
Perdagangan kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Jumlah Dokumen Hasil dokumen 4
Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA | Persentase koefisien variasi % 20%

BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING

harga antar waktu
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Persentase kinerja realisasi % 74%
pupuk
Menjamin Ketersediaan Barang Keluaran : Terlaksananya Kali 4
Kebutuhan Pokok dan Barang Koordinasi Ketersediaan Barang
Penting di Tingkat Daerah Kebutuhan Pokok dan Barang
Kabupaten/ Kota Penting
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan laporan 4
Ketersediaan Barang Kebutuhan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Pokok dan Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan Barang
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan laporan 4
Peningkatan Aksesibilitas Barang | Sinkronisasi Peningkatan
Kebutuhan Pokok dan Barang Aksesibilitas Barang Kebutuhan
Penting di Tingkat Agen dan Pokok dan Barang Penting di
Pasar Rakyat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Keluaran: Data Harga dan Stok Dokumen 1
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar Barang Penting
Kabupaten /Kota
Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Pemantauan laporan 4
Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Stok Barang
Barang Penting pada Pelaku Kebutuhan Pokok dan Barang
Usaha Distribusi Barang dalam 1 | Penting pada Pelaku Usaha
(satu) Kabupaten /Kota Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Pemantauan laporan 4
Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Stok Barang
Barang Penting pada Pasar Kebutuhan Pokok dan Barang
Rakyat yang Terintegrasi dalam Penting pada Pasar Rakyat yang
Sistem Informasi Perdagangan Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 1
Reguler dan Pasar Khusus Operasi Pasar Reguler dan Pasar
yang Berdampak dalam 1 Khusus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Keluaran : Dokumen Pengawasan | Dokumen 1
Bersubsidi di Tingkat Daerah Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Kabupaten /Kota
Pengawasan Penyaluran dan Jumlah Laporan Pengawasan laporan 2
Penggunaan Pupuk dan Pestisida | Penyaluran dan Penggunaan
Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi Minimal 90%
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Produk UMKM yang % 6,67%
EKSPOR Dipromosikan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang | Keluaran : Promosi Dagang Kali 5

melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor
Unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan
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Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pelaku Usaha Produk pelaku 20
Usaha Produk Ekspor Unggulan Ekspor Unggulan yang Dibina usaha
Kabupaten /Kota
Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang pelaku 30
Difasilitasi dalam Pameran usaha
Dagang
Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang pelaku 80
Difasilitasi dalam Pameran usaha
Dagang Lokal
PROGRAM STANDARDISASI Persentase Alat — Alat Ukur, % 61%
DAN PERLINDUNGAN Takar, Timbang dan
KONSUMEN Perlengkapannya (UTTP)
Bertanda Tera Sah yang
Berlaku
Pelaksanaan Metrologi Legal, Keluaran : Dokumen Hasil Dokumen 2
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pelayanan dan Pengawasan
Pengawasan Metrologi Legal
Pelaksanaan Metrologi Legal, Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, unit 5273
Berupa Tera, Tera Ulang Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan Ditera Ulang
Pengawasan /Penyuluhan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang orang 100
Metrologi Legal Metrologi Legal yang Dibina
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase Jenis Produk Lokal % 14,29%
PEMASARAN PRODUK DALAM yang Dipromosikan
NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran | Keluaran : Kegiatan Promosi, Kali 1
dan Peningkatan Penggunaan Pemasaran, dan Peningkatan
Produk Dalam Negeri Penggunaan Produk Dalam
Negeri
Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang UMKM 60
Penggunaan Produk Dalam Melaksanakan Promosi
Negeri di Tingkat Penggunaan Produk Dalam
Kabupaten /Kota Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan | Jumlah Data dan Informasi dokumen 20
Informasi Perdagangan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor
29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penetapan kinerja pada
dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekat
dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur sebagai
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wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Purworejo termuat dalam lampiran.




3.1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Capaian Kinerja
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan
progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Penilaian mencakup tingkat pencapaian target masing-masing
sasaran strategis dari masing-masing indicator sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen RPJMD tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kinerja
Perubahan Tahunan 2022. Predikat penilaian capaian kinerja sasaran
dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
a. Tercapai : Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai
100% atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun
2021-2026(>90%). Simbol yang digunakan adalah
tanda (O) warna hijau.
b. Tidak Tercapai: Apabila capaian kinerja Tahun 2022, kurang dari
90% dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026
(<89%). Simbol yang digunakan adalah tanda (<)

warna merah.

3.1.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam Keputusan

Kepala Dinas Nomor : 188.4/ 1250.1 / 2022
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3.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya jumlah koperasi
berkualitas

Persentase Koperasi yang
Berkualitas

Meningkatnya kualitas usaha

Persentase Usaha Mikro Berizin

2 . . yang Sudah Melakukan
mikro yang berizin .
Kemitraan
3 | Meningkatnya nilai tambah PDRB Sektor Perdagangan Besar

bruto sektor perdagangan besar
dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda

dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda
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Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

100,00% 100,00%

67,40% 83,80%

81,33% | 95,68% 86,05% 100,00%

R e e




90% | 83,93% | 93,26% 6,59% 6,59%
85% | 81,33% | 95,68% 14,65% 15,25%
1,97% 2,29%
25,00% | 25% 100% 4,47% 6,19%
5,08% 6,54%
1825149,5 | **1870043,35 2.258.295,10
Juta Juta Juta




19,35% 19,35%
100,00% | 96,30% 96%
20,00% 25,64%
20% 11,48%
100% 100% 100%
74% 91,72%
6,67% 25,00%
100% 100% 100% 61% 124,28%




14,29% 57,14% 71,43%

115,67%

187,20%
157,42%
246,96%
100,00%

Acuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan kinerja bersumber dari
Renstra Dinas dan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 188.4/ 1250.1 / 2022 . Kementerian Koperasi
dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam

penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja

standar nasional.




Perhitungan Pencapaian Kinerja Strategis

1. Pencapaian Sasaran Pertama

100,00% 100,00%

67,40% 83,80% 82,05%




85% | 81,33% | 95,68% 86,05% 100,00%

90% | 83,93% | 93,26% 6,59% 6,59%

85% | 81,33% | 95,68% 14,65% 15,25%

1. Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas
Tujuan/ Sasaran Indikator Satuan Realisasi 2022 Target 2022
Meningkatnya jumlah koperasi Persentase Koperasi yang 0
berkualitas Berkualitas & 48,35 36,26

132
273




Terdiri dari Program sebagai berikut :

Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Definisi . 2022
Program Prioritas Pembangunan outcome efinisi Operasional Formula isasi
g g ( ) Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA Persentase Rekomendasi Izin Hasil perhitungan rekomendasi izin = Jumlah rekomendasi izin koperasi (simpan pinjam
SIMPAN PINJAM Koperasi (Simpan Pinjam dan koperasi (simpan pinjam dan usaha dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu / Jumlah 100,00
Usaha Simpan Pinjam) yang simpan pinjam) yang tepat waktu terhadap | seluruh permohonan rekomendasi izin koperasi
Tepat Waktu seluruh permohonan rekomendasi izin (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) x 100%
koperasi (simpan pinjam dan usaha
koperasi) yang masuk pada tahun yang
sama
Jumlah rekomendasi izin koperasi (simpan pinjam dan
usaha simpan pinjam) yang tepat waktu 3,00
Jumlah seluruh permohonan rekomendasi izin
koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) 3,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi yang Hasil perhitungan koperasi yang aktif = Jumlah koperasi yang aktif / Jumlah keseluruhan
PEMERIKSAAN KOPERASI Kelembagaan dan Pengelolaan (koperasi yang kelembagaan dan koperasi x 100% 84,15

Usahanya Sesuai dengan
Peraturan Perkoperasian

pengelolaan usahanya sesuai dengan
peraturan perkoperasian) terhadap jumlah
seluruh koperasi pada tahun yang sama




Persentase Koperasi Sehat Hasil perhitungan koperasi sehat (koperasi
yang dinilai berdasarkan 7 komponen:
aspek permodalan, aspek kualitas aktiva
produktif, aspek manajemen, aspek
efisiensi, aspek likuiditas, aspek
kemandirian dan pertumbuhan, aspek
jatidiri koperasi) terhadap seluruh koperasi
yang dinilai pada tahun yang sama

= Jumlah koperasi SP dan USP sehat / Jumlah
koperasi SP atau USP yang dinilai x 100%

Persentase Koperasi yang Hasil perhitungan akumulasi jumlah
Memiliki SDM Berkompeten koperasi yang memiliki SDM berkompeten
dimana memiliki sertifikasi sesuai
bidangnya (manajer, marketing, teller)

= Akumulasi jumlah koperasi yang memiliki SDM
berkompeten / Jumlah koperasi yang berkualitas x
100%

239,00

284,00

100,00

121,00

121,00

23,48

e




Persentase Koperasi yang Dibina | Hasil perhitungan jumlah koperasi yang
dibina terhadap jumlah seluruh koperasi
pada tahun yang sama

e

= Jumlah koperasi yang dibina / Jumlah keseluruhan
koperasi x 100%

31,00

132,00

15,25

43,00

282,00




Terdiri dari Program :

Pencapaian sasaran Kedua

10,44%

1,97% 2,29%
25,00% 25% 100% 4,47% 6,19%
5,08% 6,54%

10,97%

kegiatan secara efisien dan efektif untuk
memperoleh hasil yang lebih baik)
terhadap jumlah usaha mikro pada tahun
2020

33.532) x 100%

Indikator Kinerja Program Definisi Operasional Formula 2022
(outcome)

Realisasi
Persentase Usaha Mikro yang Hasil perhitungan usaha mikro yang dibina | = Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah seluruh
Dibina (usaha mikro yang dilakukan tindakan usaha mikro (baseline data usaha mikro 2020 = 6,19




Jumlah usaha mikro yang dibina

2.075,00
Jumlah seluruh usaha mikro
33.532,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro Berizin Hasil perhitungan jumlah usaha mikro = Jumlah usaha mikro berizin yang menjadi wirausaha
yang Meningkat Menjadi Wira yang memiliki izin sekurang-kurangnya I Jumlah usaha mikro yang telah memiliki izin minimal 6,54
Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dan dapat NIB (Baseline UMKM Berijin 2021 = 6.105) x 100%
memanajemen operasionainya,
memasarkan produknya serta mengatur
permodalan operasionalnya pada tahun n
terhadap jumlah usaha mikro berizin pada
tahun baseline 2020
Jumlah usaha mikro berizin yang menjadi wirausaha
460,00
Jumlah usaha mikro yang telah memiliki izin minimal
NIB 7.032,00




3. Pencapaian Sasaran Ketiga

1825149,5
Juta

1870043,35
Juta

100,00% 96,30%

19,35%

19,35%

20,00%

11,48%

2.258.295,10
Juta

32,26%

20,00%



74%

91,72%

6,67% 25,00%
100% 100% 100% 61% 124,28%
14,29% 57,14%

33,33%




Terdiri Dari Program :

Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

Definisi Operasional

Formula

2022

Realisasi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

Persentase Pasar Daerah dalam

Hasil perhitungan pasar daerah yang

= Jumlah pasar daerah dalam kondisi baik / Jumlah

pupuk lengkap terhadap alokasi pupuk
pada tahun yang sama

DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kondisi Baik memiliki bangunan dan kelengkapan seluruh pasar daerah x 100% 19,35
fasilitas pendukung layanan lain dalam
kondisi baik dan layak fungsi (minimal
memenuhi 80% syarat SNI mutu 2)
terhadap jumlah seluruh pasar daerah
pada tahun yang sama
Jumlah pasar daerah dalam kondisi baik
6,00
Jumlah seluruh pasar daerah
31,00
Persentase Ketertiban Pengelola Hasil perhitungan pengelola sarana = Jumlah pengelola sarana distribusi yang patuh /
Sarana Distribusi distribusi yang tertib pada peraturan Jumlah seluruh pengelola sarana distribusi (baseline = 25,64
terhadap seluruh pengelola sarana 509) x 100%
distribusi pada tahun yang sama
Jumlah pengelola sarana distribusi yang patuh
150,00
Jumlah seluruh pengelola sarana distribusi
585,00
PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase Koefisien Variasi Hasil perhitungan perbedaan harga barang | = Rata-rata koefisien variasi harga antar waktu
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN Harga antar Waktu pokok dan barang penting dalam satu 11,48
BARANG PENTING tahun
Rata-rata koefisien variasi harga antar waktu
11,48
Persentase Kinerja Realisasi Hasil perhitungan jumlah pupuk yang = Jumlah pupuk yang didistribusikan / Alokasi pupuk x
Pupuk dapat didistribusikan sampai tingkat kios 100% 91,72




Jumlah pupuk yang didistribusikan

23.740.022,00
Alokasi pupuk
25.882.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Produk UMKM yang Produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan = Akumulasi jumlah produk UMKM yang dipromosikan 25,00
EKSPOR Dipromosikan Ekspor Menengah) yang dipromosikan adalah ekspor / Jumlah UMKM potensi ekspor x 100%
produk UMKM yang yang lolos kurasi
ekspor
Akumulasi jumlah produk UMKM yang dipromosikan 25,00
ekspor
Jumlah UMKM potensi ekspor 100,00
PROGRAM STANDARDISAS| DAN Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, | Hasil perhitungan UTTP (Alat-alat ukur, = Jumlah UTTP bertanda tera sah / Potensi UTTP
PERLINDUNGAN KONSUMEN Timbang dan Perlengkapannya Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang dapat ditera x 100% 124,28
(UTTP) Bertanda Tera Sah yang bertanda tera sah yang berlaku terhadap
Berlaku potensi UTTP yang dapat ditera pada
tahun yang sama.
Jumlah UTTP bertanda tera sah
7.821,00
Potensi UTTP yang dapat ditera
6.293,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase Jenis Produk Lokal Hasil perhitungan jenis produk lokal yang = Jenis produk lokal yang dipromosikan / Jenis produk 57,14
PEMASARAN PRODUK DALAM yang Dipromosikan dipromosikan terhadap jumlah jenis produk | lokal yang seharusnya dipromosikan x 100%
NEGERI lokal yang seharusnya dipromosikan pada
tahun yang sama (jenis produk lokal yang
seharusnya dipromosikan: ekraf, UMKM
pertanian, industri, perikanan, perkebunan,
peternakan)
Jenis produk lokal yang dipromosikan 4,00
Jenis produk lokal yang seharusnya dipromosikan 7,00




3.1.2 Pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo pada tahun 2022

berdasarkan misi Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sesuai Sasaran

Jumlah
No Uraian/Sasaran InQ1kaFor Indikator Kinerja Capaian Predikat
Kinerja (%)
Sasaran
Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UMKM,
Perdagangan, Industri serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya
Meningkatnya Persentase
1 jumlah koperasi 1 Koperasi yang 128 % Tercapai
berkualitas Berkualitas
Persentase
Meningkatnya Usaha Mikro
5 kgalitas usaha 1 Berizin yang 116,41 % Tercapai
mikro yang Sudah
berizin Melakukan
Kemitraan
Meningkatnya
nilai tambah PDRB Sektor
bruto sektor Perdagangan
3 perdagangan 1 Besar dan 102,46 % Tercapai
besar dan Eceran;
eceran; reparasi Reparasi Mobil
mobil dan dan Sepeda
sepeda

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 3

sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun
2022, terdapat 3 (tiga) indicator kinerja dengan 2 (dua) indicator
yang mencapai 128 % , 116,41 % dan 102,46 %. Capaian pada
masing-masing sasaran sesuai dengan Misi 3 :
Daerah berbasis UMKM,

Perdagangan, Industri serta Potensi Pariwisata dan Seni Budaya

Meningkatkan

Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :




1. Sasaran Pertama Indikator Pertama

Sasaran Pertama sebagaimana tertuang dalam

Indikator

Kinerja Utama Tahun 2021-2026 pada Keputusan Kepala

Dinas Nomor :

jumlah koperasi

188.4/ 1250.1 / 2022 yaitu Meningkatnya

Dengan perhitungan sebagai berikut :

berkualitas hasil pencapaiannya 93,26 %.

Tabel 3.4 Penghitungan Pencapaian Sasaran Pertama Misi

Pertama
Tahun 2022
No Sasaran Indikator Realisasi
Strategis Kinerja 2021 Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Meningkatnya | Persentase
p |Jumlah Koperasi 34,79% | 5073 | 4835% | 128% | Tercapai
koperasi yang Yo
berkualitas Berkualitas

Capaian indicator kinerja sasaran sebesar 128 %. Dicapai dari

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam

pencapaian sasaran tersebut adalah

Uraian Program/Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PELAYANAN Persentase % 100% 100% 100,00%
IZIN USAHA SIMPAN Rekomendasi Izin
PINJAM Koperasi (simpan
pinjam dan usaha
simpan pinjam) yang
tepat waktu
Penerbitan Izin Usaha Keluaran : Jumlah Unit Usaha 2 2 100,00%
Simpan Pinjam untuk Penerbitan Izin Usaha
Koperasi dengan Wilayah | Simpan Pinjam untuk
Keanggotaan dalam Koperasi dengan Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin | Jumlah Usaha Simpan Unit Usaha 2 2 100,00%

Usaha Simpan Pinjam
dan Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Pinjam dan Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota




Penerbitan Izin Jumlah Penerbitan Izin Unit Usaha 1 1 100,00%
Pembukaan Kantor Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten /Kota Daerah
Fasilitasi Pemenuhan Izin | Jumlah Kantor Cabang, Unit Usaha 1 1 100,00%
Usaha Pembukaan Cabang Pembantu dan
Kantor Cabang, Cabang Kantor Kas Koperasi
Pembantu dan Kantor Simpan Pinjam untuk
Kas Koperasi Simpan Koperasi dengan Wilayah
Pinjam untuk Koperasi Keanggotaan dalam
dengan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase Koperasi % 67,40% 83,80% 124,34%
PENGAWASAN DAN yang kelembagaan dan
PEMERIKSAAN Pengelolaan Usahanya
KOPERASI Sesuai dengan
Peraturan
Perkoperasian
Pemeriksaan dan Keluaran : Pemeriksaan Koperasi 273 284 104,03%
Pengawasan Koperasi, dan Pengawasan
Koperasi Simpan Koperasi
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Unit Usaha 273 284 104,03%
Kesehatan, Kemandirian, | Telah Dilakukan
Ketangguhan, serta Pengawasan Kekuatan,
Akuntabilitas Koperasi Kesehatan, Kemandirian
Kewenangan Ketangguhan, serta
Kabupaten/Kota Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah Koperasi yang Unit Usaha 273 284 104,03%
Koperasi terhadap Memenuhi Peraturan
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan
Undangan Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota Kinerja
PROGRAM PENILAIAN Persentase Koperasi % 86,05% 100,00% 116,21%
KESEHATAN KSP/USP Sehat
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Keluaran : Terukurnya Koperasi 86 121 140,70%
Koperasi Simpan Kesehatan KSP/USP
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Unit Usaha 86 121 140,70%
Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Telah
Koperasi Kewenangan Dilakukan Penilaian
Kabupaten/Kota Kesehatan
Penghargaan Kesehatan Jumlah Koperasi yang Unit Usaha 86 20 23,26%

KSP/USP Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Mendapatkan
Penghargaan Kesehatan




PROGRAM PENDIDIKAN . Persentase 6,59% 6,59% 100,00%
DAN LATIHAN Persentase Koperasi yang

PERKOPERASIAN Memiliki SDM Berkompeten

Pendidikan dan Latihan Keluaran : Jumlah Koperasi 5 30 600,00%
Perkoperasian Bagi Koperasi yang

Koperasi yang Wilayah Ditingkatkan Kualitas

Keanggotaan dalam SDMnya

Daerah Kabupaten /Kota

Peningkatan Pemahaman | Jumlah SDM yang Orang 190 190 100,00%
dan Pengetahuan Memahami Pengetahuan

Perkoperasian serta Perkoperasian

Kapasitas dan

Kompetensi SDM

Koperasi

PROGRAM Persentase Koperasi yang Persentase 14,65% 15,25% 104,08%
PEMBERDAYAAN DAN Dibina

PERLINDUNGAN

KOPERASI

Pemberdayaan dan Keluaran : Jumlah Unit usaha 40 40 100,00%
Perlindungan Koperasi koperasi dan UMKM yang

yang Keanggotaannya meningkat kapasitasnya

dalam Daerah

Kabupaten /Kota

Pemberdayaan Jumlah SDM yang Orang 40 40 100,00%
Peningkatan Memahami Pengetahuan

Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota

UKM dan Kewirausahaan

Analisis dari capaian kinerja pada sasaran pertama adalah
sebagai berikut

A. Faktor Keberhasilan

1. Bidang Koperasi telah membuat SOP kegiatan-kegiatan

sehingga koordinasi

rencana

dapat

berjalan

sesuai

dengan

2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Koperasi

dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan

tupoksinya

B. Faktor Hambatan dan kendala

1. Sumber Daya Manusia pengurus/pengelola koperasi

masih kurang




. Persyaratan yang diajukan oleh Pihak ke-3 banyak dan

sulit sehingga koperasi-koperasi kesulitan dalam

memenuhinya.

. Kurangnya komitmen dalam pengiriman peserta

pelatihan

Materi yang disampaikan belum maksimal sasarannya

5. Belum ada study lapangan terkait koperasi yang sudah

berjalan baik dari segi administrasi, pengelolaan
manajemen, pengelolaan usaha.
Untuk melakukan penilaian kesehatan, data dukung dan

administrasi kurang lengkap di beberapa koperasi

C. Strategi Pemecahan Masalah

1.

2.

Dilakukan fasilitator dan sosialisasi dengan perbankan

Dilakukan peningkatan SDM dengan cara pelatihan,

monitoring, pengawasan

Dilakukan penataan dan pemantauan kelengkapan

perizinan dari koperasi

Penekanan dalam surat pemanggilan peserta sehingga
peserta yang dilatih memang memenuhi kualifikasi dan

belum pernah dilatih agar SDM lebih merata

Narasumber dipilih yang lebih bisa menyatu dengan

peserta agar informasi lebih tersampaikan

Dilakukan study lapangan ke koperasi yang sudah lebih

maju

2. Sasaran Pertama Indikator Kedua

Sasaran Kedua sebagaimana tertuang dalam Indikator

Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 pada Keputusan Kepala
Dinas Nomor : 188.4/ 1250.1 / 2022 yaitu




Meningkatnya kualitas
pencapaiannya 116,41

berikut:

%.

usaha mikro yang berizin hasil

Dengan perhitungan sebagai

Tabel 3.5 Penghitungan Pencapaian Sasaran Kedua Misi Dua

No Sasaran Indikator | Realisas Tahun 2022
Strategis Kinerja 12021 | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Persentas
e Usaha
Mikro
Meningkatny | Berizin
a kualitas
1| ysaha mikro | Sudah 1,29% | 1,97% | 2,29% 1106/;41 Tercapai
yang berizin | Melakuk
an
Kemitraa
n

Capaian indikator kinerja sasaran sebesar 116,41 %. Dicapai

dari Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung

dalam pencapaian sasaran tersebut adalah

Uraian Program/Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6

PROGRAM Persentase Usaha Mikro % 4,47% 6,19% 138,44%

PEMBERDAYAAN yang Dibina

USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN

USAHA MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Keluaran :Jumlah usaha UMKM 11130 12075 108,49%

Mikro yang Dilakukan mikro yang dibina,

melalui Pendataan, terdata, melaksanakan

Kemitraan, Kemudahan kemitraan, legalitas,

Perizinan, Penguatan kelembagaan dan

Kelembagaan dan koordinasi dan

Koordinasi dengan Para sinkronisasi dengan para

Pemangku Kepentingan pemangku kepentingan

Pendataan Potensi dan Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha 10000 10000 100,00%

Pengembangan Usaha
Mikro

Produktif, Bernilai
Tambah, Memiliki Akses
Pasa r, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota




Pemberdayaan melalui Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha 200 200 100,00%
Kemitraan Usaha Mikro Telah Melaksanakan
Kemitraan Usaha Mikro

Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro Unit Usaha 150 460 306,67%
Perizinan Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan
Perizinan
Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha 780 780 100,00%
Kelembagaan Potensi dan | Telah Menerima
Pengembangan Usaha Pembinaan dan
Mikro Pendampingan Terhadap
Usaha Mikro
Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah Orang 270 270 100,00%
Sinkronisasi dengan Para | Melakukan Koordinasi
Pemangku Kepentingan dan Sinkronisasi dengan
dalam Pemberdayaan Para Pemangku
Usaha Mikro Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha
Mikro
PROGRAM Persentase Usaha Mikro % 5,08% 6,54% 128,77%

PENGEMBANGAN UMKM | yang Berijin yang
Meningkat Menjadi Wira

Usaha
Pengembangan Usaha Keluaran : jumlah usaha unit usaha 90 90 100,00%
Mikro dengan Orientasi mikro yang meningkat

Peningkatan Skala Usaha | menjadi usaha kecil
Menjadi Usaha Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Unit Usaha 100 100 100,00%
Menjadi Usaha Kecil Mikro yang Terfasilitasi

dalam Pengembangan dalam Pengembangan

Produksi dan Produksi dan

Pengolahan, Pemasaran, Pengolahan, Pemasaran,

SDM, serta Desain dan SDM, serta Desain dan

Teknologi Teknologi

Analisis dari capaian kinerja pada sasaran kedua adalah
sebagai berikut :
A. Faktor Keberhasilan
1. Bidang UMKM memiliki SOP dalam melaksanakan
kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan

lancar




2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.

3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan
dapat dipertanggungjawabkan

4. Adanya kerjasama dengan Universitas (UMP) dalam

perizinan

B. Faktor Hambatan dan Kendala

1. Mind set pelaku usaha yang masih tradisional.

2. Kemitraan yang ada kurang berjalan optimal karena
pelaksanaan belum optimal. Pelaksanaan UMKM belum
dapat memenuhi persyaratan yang diminta pihak ke — 3
terkait kontinuitas, kualitas.

3. Persyaratan yang diajukan BPOM masih sulit dipenuhi
oleh pelaku usaha mikro terkait pemisahan rumah
produksi dengan rumah tinggal

C. Strategi Pemecahan Masalah

1. Dilaksanakan secara luring dengan efektifitas waktu dan
tetap mematuhi Prokes dan tetap membuka ruang
konsultasi secara daring dan luring.

2. Memperluas akses kurasi produk UMKM dan
mendampingi pelaku UMKM utuk memenuhi
persyaratan yang diminta.

3. Merubah mindset secara bertahap dengan dialihkan ke

pemasaran secara online.

4. Sasaran Ketiga
Sasaran Ketiga sebagaimana tertuang dalam Indikator
Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 pada Keputusan Keputusan
Kepala Dinas Nomor : 188.4/ 1250.1 / 2022 yaitu
Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda dengan perhitungan sebagai

berikut :




Tabel 3.6 Penghitungan Pencapaian Sasaran Ketiga

No Sasaran Indikator | Realisa Tahun 2022
Strategis Kinerja si 2021 | Target Realisasi Capaian | Kategori
Meningkat
nya nilai PDRB
tambah Sektor
breto | perdagan
perdagang | 50 PeSar 1.825. 1 1 870043,35 | 102,46 ,
1 dan 149,5 Tercapai
an besar Juta %
dan eceran Juta
eceran; reparasi
reparasi mobil dan
mobil dan | sepeda
sepeda

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 belum dapat

dihitung karena masih menunggu hasil perhitungan dari BPS.

Dicapai

dari

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang

mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah

Uraian Program/Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6
PROGRAM Persentase Pasar Daerah % 19,35% 19,35% 100,03%
PENINGKATAN SARANA | Dalam Kondisi Baik
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Persentase Ketertiban % 20,00% 25,64% 128,21%
Pengelola Sarana
Distribusi
Pembangunan dan Keluaran : Sarana Pasar 31 31 100,00%
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Daerah
Distribusi Perdagangan yang Dikelola
Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi unit 4 4 100,00%
Distribusi Perdagangan Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi unit 31 31 100,00%
Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana
Perdagangan Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Keluaran : Jumlah Pengelola 80 80 100,00%
Pengelola Sarana Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah yang Dibina
Kerjanya
Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil dokumen 4 4 100,00%
Pengendalian Pengelola Pembinaan dan
Sarana Distribusi Pengendalian kepada
Perdagangan Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Jumlah Dokumen Hasil dokumen 4 4 100,00%
Sarana Distribusi Pembinaan dan
Perdagangan Pengendalian kepada
Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan




PROGRAM STABILISASI | Persentase koefisien % 20% 11,48% 57,40%
HARGA BARANG variasi harga antar
KEBUTUHAN POKOK waktu
DAN BARANG PENTING
Persentase kinerja % 74% 91,72% 123,95%
realisasi pupuk
Menjamin Ketersediaan Keluaran : Terlaksananya Kali 4 4 100,00%
Barang Kebutuhan Pokok | Koordinasi Ketersediaan
dan Barang Penting di Barang Kebutuhan Pokok
Tingkat Daerah dan Barang Penting
Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Jumlah Laporan laporan 4 4 100,00%
Sinkronisasi Koordinasi dan
Ketersediaan Barang Sinkronisasi
Kebutuhan Pokok dan Ketersediaan Barang
Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan
Tingkat Agen dan Pasar Barang Penting di
Rakyat Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Koordinasi dan Jumlah Laporan laporan 4 4 100,00%
Sinkronisasi Peningkatan | Koordinasi dan
Aksesibilitas Barang Sinkronisasi Peningkatan
Kebutuhan Pokok dan Aksesibilitas Barang
Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan
Tingkat Agen dan Pasar Barang Penting di
Rakyat Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Pengendalian Harga, dan | Keluaran: Data Harga Dokumen 1 1 100,00%
Stok Barang Kebutuhan dan Stok Barang
Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan
Penting di Tingkat Pasar Barang Penting
Kabupaten /Kota
Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan laporan 4 4 100,00%
Stok Barang Kebutuhan Pemantauan Harga dan
Pokok dan Barang Stok Barang Kebutuhan
Penting pada Pelaku Pokok dan Barang
Usaha Distribusi Barang Penting pada Pelaku
dalam 1 (satu) Usaha Distribusi Barang
Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan laporan 4 4 100,00%
Stok Barang Kebutuhan Pemantauan Harga dan
Pokok dan Barang Stok Barang Kebutuhan
Penting pada Pasar Pokok dan Barang
Rakyat yang Terintegrasi Penting pada Pasar
dalam Sistem Informasi Rakyat yang Terintegrasi
Perdagangan dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan Laporan 1 1 100,00%
Pasar Reguler dan Pelaksanaan Operasi
Pasar Khusus yang Pasar Reguler dan Pasar
Berdampak dalam 1 Khusus yang Berdampak
dalam 1 Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Keluaran : Dokumen Dokumen 1 1 100,00%
Pestisida Bersubsidi di Pengawasan Pupuk dan
Tingkat Daerah Pestisida Bersubsidi
Kabupaten /Kota
Pengawasan Penyaluran Jumlah Laporan laporan 2 2 100,00%

dan Penggunaan Pupuk
dan Pestisida Bersubsidi

Pengawasan Penyaluran
dan Penggunaan Pupuk
dan Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi
Minimal 90%

T T s




PROGRAM Persentase Produk % 6,67% 25,00% 374,81%
PENGEMBANGAN UMKM yang
EKSPOR Dipromosikan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi | Keluaran : Promosi Kali 5 8 60,00%
Dagang melalui Pameran Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor Bagi Produk Ekspor
Unggulan yang terdapat Unggulan
pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota
Pembinaan dan Jumlah Pelaku Usaha pelaku 20 20 100,00%
Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan usaha
Produk Ekspor Unggulan | yang Dibina
Kabupaten/Kota
Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha pelaku 30 30 100,00%
Nasional yang Difasilitasi dalam usaha
Pameran Dagang
Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha pelaku 80 80 100,00%
yang Difasilitasi dalam usaha
Pameran Dagang Lokal
PROGRAM Persentase Alat - Alat % 61% 124,28% 203,74%
STANDARDISASI DAN Ukur, Takar, Timbang
PERLINDUNGAN dan Perlengkapannya
KONSUMEN (UTTP) Bertanda Tera
Sah yang Berlaku
Pelaksanaan Metrologi Keluaran : Dokumen Dokumen 2 2 100,00%
Legal, Berupa Tera, Tera Hasil Pelayanan dan
Ulang, dan Pengawasan Pengawasan Metrologi
Legal
Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat unit 5273 7821 148,32%
Legal, Berupa Tera, Tera Takar, Alat Timbang, dan
Ulang Alat Perlengkapan Ditera
Ulang
Pengawasan/Penyuluhan | Jumlah Pelaku Usaha di orang 100 100 100,00%
Metrologi Legal Bidang Metrologi Legal
yang Dibina
PROGRAM Persentase Jenis % 14,29% 57,14% 399,88%
PENGGUNAAN DAN Produk Lokal yang
PEMASARAN PRODUK Dipromosikan
DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Keluaran : Kegiatan Kali 1 1 100,00%
Pemasaran dan Promosi, Pemasaran, dan
Peningkatan Penggunaan | Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang UMKM 60 60 100,00%
Penggunaan Produk Melaksanakan Promosi
Dalam Negeri di Tingkat Penggunaan Produk
Kabupaten /Kota Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten /Kota
Peningkatan Sistem dan Jumlah Data dan dokumen 20 20 100,00%

Jaringan Informasi
Perdagangan

Informasi Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

T T s




Analisis dari capaian kinerja pada sasaran ketiga adalah

sebagai berikut :

A. Faktor Keberhasilan

1.

Bidang SP3 dan Perbamet memiliki SOP dalam
melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat
berjalan dengan lancar

Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dan
Perbamet dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
sesuai dengan tupoksinya.

Menentukan target kinerja program yang terukur dan

dapat dipertanggungjawabkan

B. Faktor Hambatan dan Kendala

1.

Kekurangan jumlah tenaga di pasar daerah dan tidak

dapat mengangkat tenaga honorer.

. Penarikan E-Retribusi tidak dapat dilakukan karena

saldo dalam kartu tidak memenuhi piutang yang harus
dibayar dan sering terjadi kesalahan/kerusakan pada

mesin M-Pos, aplikasi dan jaringan.

3. Belum tersedianya peralatan standar kemetrologian

4. Belum memiliki gedung Metrologi Legal yang sesuai

standar
Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan
pelaporan

Inflasi harga

C. Strategi Pemecahan Masalah

1.

Tahun 2023 tetap diusulkan kembali dana DAK dari

Kementerian Perdagangan

2. Pengoptimalan SDM yang ada.

. Koordinasi dengan BPPKAD dan Bank Jateng guna

perbaikan dan penyempurnaan aplikasi kepada penyedia

layanan Bank Jateng.




4. Melakukan pengusulan pengadaan peralatan standar
tahun 2023

5. Melakukan pengusulan Gedung Metrologi Legal melalui
DAK

6. Melakukan Koordinasi rutin terhadap pelaku usaha

7. Melakukan koordinasi dengan distributor, Pemerintah

Provinsi dan Stateholder terkait Operasi Pasar

3.2 Akuntabilitas Capaian Keuangan

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten
Purworejo pada tahun anggaran 2022 didukung dana sebesar Rp
28.844.378.578,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan ratus
Empat Puluh empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Secara ringkas terbagi
dalam komposisi sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : Rp 15.909.942.598,00
2. Belanja Modal : Rp 12.934.435.980,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam

mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Sasaran
Strategis
Meningkatnya jumlah Persentase Jumlah PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA

koperasi berkualitas

koperasi yang berkualitas

SIMPAN PINJAM

Penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten
kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten /Kota




Penerbitan Izin Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap
PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP
KOPERASI

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang

Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)
Daerah

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi
kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/
Kota

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,
Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota




Meningkatnya kualitas
usaha mikro yang berizin

Persentase Jumlah Mikro
Berizin yang sudah
melakukan kemitraan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan

melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

Pendataan Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
Mikro

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala

Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil
dalam pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM serta desain
dan teknologi

Meningkatnya nilai
tambah bruto sektor
perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil
dan sepeda

PDRB Sektor perdagangan
besar dan eceran reparasi
mobil dan sepeda

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana
Dostribusi Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING

Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat




Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1

(Satu) Kabupaten /Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten /Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan
yang terdapat pada 1 kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota

Pameran Dagang Nasional

Pameran Dagang Lokal

PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera,
Tera Ulang

Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal

PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten /Kota

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
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Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Berdasarkan Sasaran Strategis

No

Sasaran
Strategis,
Indikator

Kinerja

Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian %

2

3

4

5

6

Meningkatnya jumlah koperasi

berkualitas

618.824.600,00

616.106.000,00

99,56%

Persentase Jumlah koperasi yang

berkualitas

618.824.600,00

616.106.000,00

99,56%

PROGRAM PELAYANAN
IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM

10.820.000,00

10.810.000,00

99,91%

Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam
daerah kabupaten kota

6.820.000,00

6.820.000,00

100,00%

Fasilitasi Pemenuhan Izin
Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah

Kabupaten /Kota

6.820.000,00

6.820.000,00

100,00%

Penerbitan Izin
Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

4.000.000,00

3.990.000,00

99,75%

Fasilitasi Pemenuhan Izin
Usaha Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu
dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten /Kota

4.000.000,00

3.990.000,00

99,75%

PROGRAM PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN
KOPERASI

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00%

Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00%




Pengawasan Kekuatan,
Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan serta
Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan

Kabupaten /Kota

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

Pemeriksaan Kepatuhan
Koperasi terhadap
PeraturanPerundang-
Undangan Kewenangan
Kabupaten /Kota

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI

71.279.600,00

71.279.400,00

100,00%

Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

71.279.600,00

71.279.400,00

100,00%

Pelaksanaan Penilaian
Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota

58.910.800,00

58.910.800,00

100,00%

Penghargaan kesehatan
Ksp/USP koperasi
kewenangan
Kabupaten /Kota

12.368.800,00

12.368.600,00

100,00%

PROGRAM PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
yang Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/
Kota

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan,

Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi

Kewenangan

Kabupaten /Kota

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

Meningkatnya kualitas usaha mikro
yang berizin

10.886.210.708,00

9.925.395.372,00

91,17%

Persentase Jumlah Mikro Berizin yang
sudah melakukan kemitraan

10.886.210.708,00

9.925.395.372,00

91,17%




PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

1.329.247.704,00

1.214.584.304,00

91,37%

Pemberdayaan Usaha
Mikro yang Dilakukan
melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

1.329.247.704,00

1.214.584.304,00

91,37%

Pendataan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

24.824.500,00

24.774.500,00

99,80%

Pemberdayaan melalui
Kemitraan Usaha Mikro

44.107.600,00

44.007.600,00

99,77%

Fasilitasi Kemudahan
Perizinan Usaha Mikro

129.714.000,00

52.207.800,00

40,25%

Pemberdayaan Kelembagaan
Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

1.098.815.204,00

1.062.115.004,00

96,66%

Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan Para Pemangku
Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

31.786.400,00

31.479.400,00

99,03%

Program Pengembangan
UMKM

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

Pengembangan Usaha
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

Fasilitasi Usaha Mikro
menjadi usaha kecil dalam
pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran,
SDM serta desain dan
teknologi

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

Meningkatnya nilai tambah bruto
sektor perdagangan besar dan eceran;
reparasi mobil dan sepeda

7.636.629.830,00

7.277.331.027,00

95,30%

PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran
reparasi mobil dan sepeda

7.636.629.830,00

7.277.331.027,00

95,30%

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

5.777.181.258,00

5.628.720.963,00

97,43%

Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

5.695.237.458,00

5.546.808.743,00

97,39%

Penyediaan Sarana
Distribusi Perdagangan

3.175.596.580,00

3.157.223.220,00

99,42%

Fasilitasi Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

2.519.640.878,00

2.389.585.523,00

94,84%

Pembinaan terhadap
Pengelola Sarana
Dostribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah
Kerjanya

81.943.800,00

81.912.220,00

99,96%

Pembinaan dan Pengendalian
Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

71.887.300,00

71.875.120,00

99,98%

Pemberdayaan Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

10.056.500,00

10.037.100,00

99,81%

e v




PROGRAM STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING

320.115.236,00

306.883.456,00

95,87%

Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

88.484.300,00

88.293.700,00

99,78%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat
Agen dan Pasar Rakyat

42.734.300,00

42.623.300,00

99,74%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Aksesibilitas
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

45.750.000,00

45.670.400,00

99,83%

Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

169.549.936,00

156.850.256,00

92,51%

Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok
dan

Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang
dalam 1

(Satu) Kabupaten/Kota

96.024.936,00

91.748.656,00

95,55%

Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang
Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

28.525.000,00

28.525.000,00

100,00%

Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus
yang Berdampak dalam 1
Kabupaten /Kota

45.000.000,00

36.576.600,00

81,28%

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

62.081.000,00

61.739.500,00

99,45%

Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi

62.081.000,00

61.739.500,00

99,45%

PROGRAM
PENGEMBANGAN EKSPOR

606.974.000,00

601.668.532,00

99,13%

Penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran
dagang dan misi dagang
bagi produk ekspor
unggulan yang terdapat
pada 1 kabupaten/kota

606.974.000,00

601.668.532,00

99,13%

Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Produk Ekspor Unggulan
Kabupaten /Kota

117.117.000,00

116.051.200,00

99,09%

Pameran Dagang Nasional

285.732.000,00

284.663.032,00

99,63%

Pameran Dagang Lokal

204.125.000,00

200.954.300,00

98,45%




PROGRAM STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

766.434.136,00

577.046.376,00

75,29%

Pelaksanaan Metrologi Legal
Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan

766.434.136,00

577.046.376,00

75,29%

Pelaksanaan Metrologi Legal
berupa, Tera, Tera Ulang

706.916.136,00

518.246.976,00

73,31%

Pengawasan /Penyuluhan
Metrologi Legal

59.518.000,00

58.799.400,00

98,79%

PROGRAM PENGGUNAAN
DAN PEMASARAN PRODUK
DALAM NEGERI

165.925.200,00

163.011.700,00

98,24%

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

165.925.200,00

163.011.700,00

98,24%

Pelaksanaan Promosi
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di

Tingkat Kabupaten /Kota

106.869.200,00

104.102.700,00

97,41%

Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan

59.056.000,00

58.909.000,00

99,75%




Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Purworejo secara Keseluruhan

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub
Kegiatan

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian %

TOTAL PAGU

28.844.378.578,00

26.057.661.937,00

90,34%

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

21.207.748.748,00

18.780.330.910,00

88,55%

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM

10.820.000,00

10.810.000,00

99,91%

Penerbitan izin usaha simpan pinjam
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam daerah kabupaten
kota

6.820.000,00

6.820.000,00

100,00%

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

6.820.000,00

6.820.000,00

100,00%

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.000.000,00

3.990.000,00

99,75%

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.000.000,00

3.990.000,00

99,75%

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00%

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00%

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap
PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan
Kabupaten/Kota

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00%

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP
KOPERASI

71.279.600,00

71.279.400,00

100,00%

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang

Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)
Daerah

Kabupaten/Kota

71.279.600,00

71.279.400,00

100,00%

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

58.910.800,00

58.910.800,00

100,00%

Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi
kewenangan Kabupaten/Kota

12.368.800,00

12.368.600,00

100,00%




PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PERKOPERASIAN

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/
Kota

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

404.200.000,00

401.491.600,00

99,33%

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,
Nilai

Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

112.525.000,00

112.525.000,00

100,00%

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

1.329.247.704,00

1.214.584.304,00

91,37%

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan

melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

1.329.247.704,00

1.214.584.304,00

91,37%

Pendataan Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

24.824.500,00

24.774.500,00

99,80%

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
Mikro

44.107.600,00

44.007.600,00

99,77%

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

129.714.000,00

52.207.800,00

40,25%

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

1.098.815.204,00

1.062.115.004,00

96,66%

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

31.786.400,00

31.479.400,00

99,03%

Program Pengembangan UMKM

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan Skala

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil
dalam pengembangan produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM serta desain
dan teknologi

9.556.963.004,00

8.710.811.068,00

91,15%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

9.702.713.440,00

8.238.829.538,00

84,91%
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

S 20.678.600,00 20.184.000,00 97,61%
Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.678.600,00 12.678.600,00 o
Perangkat Daerah 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
1.000.000,00 530.200,00 53,02%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 975.200,00 97,52%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.417.191.744,00 7.962.275.862,00 84,55%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.407.953.344,00 7.953.037.542,00 84,54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan o
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
7.238.400,00 7.238.320,00 100,00%
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.374.000,00 58.356.000,00 99,97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 58.374.000,00 58.356.000,00 99,97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 55 - 5
Pemerintahan Daerah 120.556.096,00 112.100.676,00 92,99%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.854.200,00 12.853.900,00 100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 53.680.956,00 45.255.836,00 84,31%
Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor 54.020.940,00 53.990.940,00 99,94%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah o
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.913.000,00 85.913.000,00 100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan o
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 30.426.000,00 30.426.000,00 100,00%
Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.587.000,00 13.587.000,00 100,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor o
dan Bangunan Lainnya 41.900.000,00 41.900.000,00 100,00%
URUSAN PILIHAN 7.636.629.830,00 7.277.331.027,00 95,30%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.777.181.258,00 5.628.720.963,00 97,43%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
= & 5.695.237.458,00 5.546.808.743,00 97,39%

Distribusi Perdagangan




Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.175.596.580,00

3.157.223.220,00

99,42%

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

2.519.640.878,00

2.389.585.523,00

94,84%

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana
Dostribusi Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya

81.943.800,00

81.912.220,00

99,96%

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

71.887.300,00

71.875.120,00

99,98%

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

10.056.500,00

10.037.100,00

99,81%

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING

320.115.236,00

306.883.456,00

95,87%

Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

88.484.300,00

88.293.700,00

99,78%

Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

42.734.300,00

42.623.300,00

99,74%

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

45.750.000,00

45.670.400,00

99,83%

Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

169.549.936,00

156.850.256,00

92,51%

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1

(Satu) Kabupaten /Kota

96.024.936,00

91.748.656,00

95,55%

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

28.525.000,00

28.525.000,00

100,00%

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten/Kota

45.000.000,00

36.576.600,00

81,28%

Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

62.081.000,00

61.739.500,00

99,45%

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

62.081.000,00

61.739.500,00

99,45%

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

606.974.000,00

601.668.532,00

99,13%

Penyelenggaraan promosi dagang
melalui pameran dagang dan misi
dagang bagi produk ekspor unggulan
yang terdapat pada 1 kabupaten/kota

606.974.000,00

601.668.532,00

99,13%
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Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 117.117.000,00 116.051.200,00 99,09%
Pameran Dagang Nasional 285.732.000,00 284.663.032,00 99,63%
Pameran Dagang Lokal 204.125.000,00 200.954.300,00 98,45%
PROGRAM STANDARDISASI DAN )
PERLINDUNGAN KONSUMEN 766.434.136,00 577.046.376,00 75,29%
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,
Tera Ulang, dan Pengawasan 766.434.136,00 577.046.376,00 75,29%
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera,
Tera Ulang 706.916.136,00 518.246.976,00 73,31%
Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal 59.518.000,00 58.799.400,00 98,79%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 165.925.200,00 163.011.700,00 98,24%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri 165.925.200,00 163.011.700,00 98,24%
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri di 106.869.200,00 104.102.700,00 97,41%
Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jari Inf i

crngkatan sistem dah Jarmgan thiormast 59.056.000,00 58.909.000,00 99,75%

Perdagangan




3.2.2 Analisa Efisiensi Anggaran
Secara keseluruhan dari Belanja Daerah yang terdiri

dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Purworejo tahun 2022 terealisasi sebesar Rp
26.057.661.937,00 dari target Pagu Anggaran Rp
28.844.378.578,00 sehingga memperoleh capaian realisasi
anggaran sebesar 90,34 %. Sehingga terdapat SILPA
sebesar Rp 2.786.716.641,00 atau sebesar 9,66 % hal ini
disebabkan karena :

1. Efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp 1.454.915.802,00
karena Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
belanja bagi ASN atas Intensif Pemungutan Retribusi
Daerah tidak dapat diambil hal ini dikarenakan realisasi
pendapatan tidak mencapai target. Belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN tidak dapat
direalisasikan penuh karena sebanyak 15 orang ASN
mutasi. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran sesuai dengan
tagihan.

2. Efisiensi pada PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub
Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
sebesar Rp 77.506.200,00 karena Karena adanya
kerjasama dengan UMP  untuk fasilitasi perizinan,
sehingga yang semula dianggarkan Rp 3.000.000
realisasi menjadi Rp 1.000.000. Untuk BPOM
persyaratan yang diajukan terlalu berat salah satunya
yaitu harus ada pemisahan antara rumah tinggal
dengan rumah produksi, sedangkan kebanyakan untuk
Usaha Mikro adalah rumah tingal menjadi satu dengan
Rumah produksi sehingga tidak ada yang mengajukan

ijin BPOM.




3. Efisiensi untuk Program Pengembangan UMKM,

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala dan sub kegiatan Fasilitasi Usaha
Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan
produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain
dan teknologi sebesar Rp 846.151.936,00 karena
terdapat sisa kontrak lelang pembangunan PLUT dan
Sarana Prasarana PLUT.

. Efisiensi untuk PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Kegiatan Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan , Sub
Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
sebesar Rp 18.373.360,00 karena terdapat sisa
anggaran dari proses lelang Pembangunan Pasar PKL
dan buah, Pasar Beras Efisiensi pada Program
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp
105.787.070,00 di dalamnya terdapat efisiensi SPK
bahan cetak, makan minum aktivitas lapangan

. Efisiensi untuk Program PROGRAM PENINGKATAN
SARANA  DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Kegiatan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan , Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp
130.055.355,00 karena karena terdapat sisa anggaran

jasa listrik, terdapat contrapost.

. Efisiensi pada Program PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING,
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi
Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam
1 Kabupaten/Kota Rp 8.423.400,00 Karena terdapat
sisa anggaran BBM. Barang yang dioperasi pasarkan
berasal dari dalam Kabupaten Purworejo dan lokasi
operasi pasar mudah terjangkau sehingga biaya bbm

termasuk dari sewa kendaraan Efisiensi




7. Efisiensi untuk PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN, Kegiatan Pelaksanaan
Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan , Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal
berupa, Tera, Tera Ulang sebesar Rp 188.669.160,00

Karena terdapat sisa lelang alat kemetrologian.
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4.1

BAB IV
PENUTUP

Simpulan Umum

Selama tahun 2022 terdapat 2 jenis DPA yaitu DPA Murni,
dan DPA Perubahan. Dalam DPA murni Tahun 2022 nilai
Pagu untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah

29.090.971.462,00 dengan rincian :

sebesar Rp

1. Belanja Operasi

2. Belanja Modal

Rp 16.121.699.462,00
Rp 12.969.272.000,00

Namun pada anggaran perubahan sesuai dengan No PDPA :
01/A.1.2.17.3.30.0.00.03.00/001/2022 tanggal 30 September
2022 nilai pagu sebesar Rp 28.844.378.578,00 dengan rincian

1. Belanja Operasi

2. Belanja Modal

Rp 15.909.942.598,00
Rp 12.934.435.980,00

Belanja Daerah capaian keuangan sebesar 90,34 % dengan

rincian :
Belanja Operasi 89,50 %
Belanja Modal 91,86 %

Belanja Daerah dimaksud untuk melaksanakan 4 sasaran
strategis, 2 urusan pemerintahan , 13 Program, 21 Kegiatan ,
dan 49 Sub Kegiatan.

Secara umum kegiatan sampai dengan bulan Desember 2022
dapat berlangsung dengan lancar. Dengan capaian sebagai

berikut :

Pinjam untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten /Kota

Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten /Kota

Uraian Program/Kegiatan Indikator Satuan Capaian %
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN IZIN Persentase Rekomendasi Izin % 100,00%
USAHA SIMPAN PINJAM Koperasi (simpan pinjam dan
usaha simpan pinjam) yang
tepat waktu
Penerbitan Izin Usaha Simpan Keluaran : Jumlah Penerbitan Unit Usaha 100,00%




Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Jumlah Usaha Simpan Pinjam Unit Usaha 100,00%
Simpan Pinjam dan Pembukaan dan Pembukaan Kantor Cabang,
Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor
Pembantu dan Kantor Kas Kas Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam untuk untuk Koperasi dengan Wilayah
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Jumlah Penerbitan Izin Unit Usaha 100,00%
Kantor Cabang, Cabang Pembukaan Kantor Cabang,
Pembantu dan Kantor Kas Cabang Pembantu dan Kantor
Koperasi Simpan Pinjam untuk Kas Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi dengan Wilayah untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten /Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Jumlah Kantor Cabang, Cabang Unit Usaha 100,00%
Pembukaan Kantor Cabang, Pembantu dan Kantor Kas
Cabang Pembantu dan Kantor Koperasi Simpan Pinjam untuk
Kas Koperasi Simpan Pinjam Koperasi dengan Wilayah
untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase Koperasi yang % 124,34%
PEMERIKSAAN KOPERASI kelembagaan dan Pengelolaan
Usahanya Sesuai dengan
Peraturan Perkoperasian
Pemeriksaan dan Pengawasan Keluaran : Pemeriksaan dan Koperasi 104,03%
Koperasi, Koperasi Simpan Pengawasan Koperasi
Pinjam /Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Telah Unit Usaha 104,03%
Kesehatan, Kemandirian, Dilakukan Pengawasan
Ketangguhan, serta Akuntabilitas | Kekuatan, Kesehatan,
Koperasi Kewenangan Kemandirian Ketangguhan, serta
Kabupaten /Kota Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi | Jumlah Koperasi yang Memenuhi | Unit Usaha 104,03%
terhadap Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-Undangan
Undangan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota Kinerja
PROGRAM PENILAIAN Persentase Koperasi Sehat % 116,21%
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Keluaran : Terukurnya Kesehatan Koperasi 140,70%

Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaanya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

KSP/USP




Pelaksanaan Penilaian Kesehatan | Jumlah Unit Usaha Koperasi Unit Usaha 140,70%
KSP/USP Koperasi Kewenangan yang Telah Dilakukan Penilaian
Kabupaten /Kota Kesehatan
Penghargaan Kesehatan Jumlah Koperasi yang Unit Usaha 23,26%
KSP/USP Koperasi Kewenangan Mendapatkan Penghargaan
Kabupaten /Kota Kesehatan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN . s Persentase 100,00%
LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Memiliki
SDM Berkompeten
Pendidikan dan Latihan Keluaran : Jumlah Koperasi Koperasi 600,00%
Perkoperasian Bagi Koperasi yang | yang Ditingkatkan Kualitas
Wilayah Keanggotaan dalam SDMnya
Daerah Kabupaten /Kota
Peningkatan Pemahaman dan Jumlah SDM yang Memahami Orang 100,00%
Pengetahuan Perkoperasian serta | Pengetahuan Perkoperasian
Kapasitas dan Kompetensi SDM
Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi yang Dibina Persentase 104,08%
DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Keluaran : Jumlah koperasi dan Unit usaha 100,00%
Koperasi yang Keanggotaannya UMKM yang meningkat
dalam Daerah Kabupaten/Kota kapasitasnya
Pemberdayaan Peningkatan Jumlah SDM yang Memahami Orang 100,00%
Produktivitas, Nilai Tambah, Pengetahuan UKM dan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Kewirausahaan
Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten /Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Usaha Mikro yang % 138,44%
USAHA MENENGAH, USAHA Dibina
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang | Keluaran :Jumlah usaha mikro UMKM 108,49%
Dilakukan melalui Pendataan, yang dibina, terdata,
Kemitraan, Kemudahan melaksanakan kemitraan,
Perizinan, Penguatan legalitas, kelembagaan dan
Kelembagaan dan Koordinasi koordinasi dan sinkronisasi
dengan Para Pemangku dengan para pemangku
Kepentingan kepentingan
Pendataan Potensi dan Jumlah Unit Usaha yang Unit Usaha 100,00%
Pengembangan Usaha Mikro Produktif, Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasa r, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten /Kota
Pemberdayaan melalui Kemitraan | Jumlah Unit Usaha yang Telah Unit Usaha 100,00%
Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha
Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Unit Usaha 306,67%
Usaha Mikro Mendapatkan Perizinan
Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Unit Usaha 100,00%

Potensi dan Pengembangan
Usaha Mikro

Menerima Pembinaan dan
Pendampingan Terhadap Usaha
Mikro




Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah SDM yang Telah Orang 100,00%
dengan Para Pemangku Melakukan Koordinasi dan
Kepentingan dalam Sinkronisasi dengan Para
Pemberdayaan Usaha Mikro Pemangku Kepentingan dalam

Pemberdayaan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Usaha Mikro yang % 128,77%
UMKM Berijin yang Meningkat Menjadi

Wira Usaha
Pengembangan Usaha Mikro Keluaran : jumlah usaha mikro unit usaha 100,00%
dengan Orientasi Peningkatan yang meningkat menjadi usaha
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Unit Usaha 100,00%
Usaha Kecil dalam Terfasilitasi dalam
Pengembangan Produksi dan Pengembangan Produksi dan
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENUNJANG Persentase Layanan Penunjang % 100,00%
URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintahan Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA Kabupaten
Perencanaan, Penganggaran, dan | Keluaran: Jumlah Dokumen Dokumen 100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, dan
Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 100,00%
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen 100,00%
Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen 100,00%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen 100,00%
SKPD Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen 100,00%
Perubahan DPA-SKPD DPA-SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Laporan 100,00%
Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 100,00%
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Keluaran : Persentase Layanan % 100,00%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Orang/ 80,87%
ASN Gaji dan Tunjangan ASN bulan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan 100,00%

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

=




Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Laporan 100,00%
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | SKPD dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Dokumen 100,00%
Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
Administrasi Umum Perangkat Keluaran : Persentase Layanan % 100,00%
Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 100,00%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Keluaran : Jumlah Laporan Laporan 100,00%
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 100,00%
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 100,00%
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 100,00%
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Keluaran : Barang Milik Daerah Jenis 100,00%
Daerah Penunjang Urusan (BMD) Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Unit 100,00%
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 100,00%
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Unit 100,00%
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pasar Daerah Dalam % 100,03%
SARANA DISTRIBUSI Kondisi Baik
PERDAGANGAN
Persentase Ketertiban % 128,21%
Pengelola Sarana Distribusi
Pembangunan dan Pengelolaan Keluaran : Sarana Distribusi Pasar 100,00%
Sarana Distribusi Perdagangan Perdagangan yang Dikelola Daerah
Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Sarana Distribusi unit 100,00%
Perdagangan Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Fasilitasi Pengelolaan unit 100,00%
Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Keluaran : Jumlah Pengelola Pengelola 100,00%

Sarana Distribusi Perdagangan
Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sarana Distribusi Perdagangan
yang Dibina




Pembinaan dan Pengendalian Jumlah Dokumen Hasil dokumen 100,00%
Pengelola Sarana Distribusi Pembinaan dan Pengendalian
Perdagangan kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Jumlah Dokumen Hasil dokumen 100,00%
Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian
kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA | Persentase koefisien variasi % 57,40%
BARANG KEBUTUHAN POKOK harga antar waktu
DAN BARANG PENTING
Persentase kinerja realisasi % 123,95%
pupuk
Menjamin Ketersediaan Barang Keluaran : Terlaksananya Kali 100,00%
Kebutuhan Pokok dan Barang Koordinasi Ketersediaan Barang
Penting di Tingkat Daerah Kebutuhan Pokok dan Barang
Kabupaten/ Kota Penting
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan laporan 100,00%
Ketersediaan Barang Kebutuhan Sinkronisasi Ketersediaan Barang
Pokok dan Barang Penting di Kebutuhan Pokok dan Barang
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Koordinasi dan laporan 100,00%
Peningkatan Aksesibilitas Barang | Sinkronisasi Peningkatan
Kebutuhan Pokok dan Barang Aksesibilitas Barang Kebutuhan
Penting di Tingkat Agen dan Pokok dan Barang Penting di
Pasar Rakyat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Keluaran: Data Harga dan Stok Dokumen 100,00%
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar Barang Penting
Kabupaten /Kota
Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Pemantauan laporan 100,00%
Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Stok Barang
Barang Penting pada Pelaku Kebutuhan Pokok dan Barang
Usaha Distribusi Barang dalam 1 | Penting pada Pelaku Usaha
(satu) Kabupaten /Kota Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten /Kota
Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Pemantauan laporan 100,00%
Barang Kebutuhan Pokok dan Harga dan Stok Barang
Barang Penting pada Pasar Kebutuhan Pokok dan Barang
Rakyat yang Terintegrasi dalam Penting pada Pasar Rakyat yang
Sistem Informasi Perdagangan Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 100,00%
Reguler dan Pasar Khusus Operasi Pasar Reguler dan Pasar
yang Berdampak dalam 1 Kh;;lsus yang Berdampak dalam 1
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida | Keluaran : Dokumen Pengawasan Dokumen 100,00%

Bersubsidi di Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

Pupuk dan Pestisida Bersubsidi




Pengawasan Penyaluran dan Jumlah Laporan Pengawasan laporan 100,00%
Penggunaan Pupuk dan Pestisida | Penyaluran dan Penggunaan
Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi Minimal 90%
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Produk UMKM yang % 374,81%
EKSPOR Dipromosikan Ekspor
Penyelenggaraan Promosi Dagang | Keluaran : Promosi Dagang Kali 60,00%
melalui Pameran Dagang dan Melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan yang terdapat pada 1 Unggulan
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pelaku Usaha Produk pelaku 100,00%
Usaha Produk Ekspor Unggulan Ekspor Unggulan yang Dibina usaha
Kabupaten /Kota
Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang pelaku 100,00%
Difasilitasi dalam Pameran usaha
Dagang
Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang pelaku 100,00%
Difasilitasi dalam Pameran usaha
Dagang Lokal
PROGRAM STANDARDISASI Persentase Alat — Alat Ukur, % 203,74%
DAN PERLINDUNGAN Takar, Timbang dan
KONSUMEN Perlengkapannya (UTTP)
Bertanda Tera Sah yang
Berlaku
Pelaksanaan Metrologi Legal, Keluaran : Dokumen Hasil Dokumen 100,00%
Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pelayanan dan Pengawasan
Pengawasan Metrologi Legal
Pelaksanaan Metrologi Legal, Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, unit 148,32%
Berupa Tera, Tera Ulang Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan Ditera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang orang 100,00%
Metrologi Legal Metrologi Legal yang Dibina
PROGRAM PENGGUNAAN DAN Persentase Jenis Produk Lokal % 399,88%
PEMASARAN PRODUK DALAM yang Dipromosikan
NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran | Keluaran : Kegiatan Promosi, Kali 100,00%
dan Peningkatan Penggunaan Pemasaran, dan Peningkatan
Produk Dalam Negeri Penggunaan Produk Dalam
Negeri
Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang UMKM 100,00%
Penggunaan Produk Dalam Melaksanakan Promosi
Negeri di Tingkat Penggunaan Produk Dalam
Kabupaten /Kota Negeri di Tingkat
Kabupaten /Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan | Jumlah Data dan Informasi dokumen 100,00%

Informasi Perdagangan

Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan

Permasalahan yang ditemui

1. Terdapat koperasi

yang tidak melaksanakan RAT

selama 3 tahun berturut-turut.

Koperasi banyak yang belum mengurus izin usaha,
karena kendala IMB

Sulitnya mengajukan persyaratan ijin BPOM. Karena

syaratnya menyulitkan bagi pelaku usaha mikro.




10.

Pembentukan cluster yang masih belum terbentuk
menyeluruh

Daya saing ekspor masih rendah karena mindset pelaku
usaha masih tradisional

Pedagang pasar dan UKM yang memiliki timbangan
enggan melakukan tera/tera ulang

Pengawas Kemetrologian belum memiliki kompetensi
Monitoring harga tidak diimbangi dengan kesadaran
pedagang untuk memberikan informasi yang terbuka
Distributor / pelaku wusaha perdagangan kurang
terbuka memberikan informasi harga dan stok
Kesulitan memperkirakan dan mengendalikan fluktuasi

harga bapokting

4.3 Rencana Aksi

1.

Mengadakan pelatihan, pendampingan, pengawasan
untuk menambah pengetahuan SDM dalam pengelolaan
perkoperasian.

Mencari narasumber yang benar-benar kompeten dan
dapat menyatu dengan audiens serta akan diadakan
study lapangan.

Memperluas akses pasar untuk UMKM melalui
digitalisasi.

Memperluas akses kurasi produk UMKM dan
mendampingi pelaku UMKM untuk memenuhi
persyaratan yang diminta.

Sosialisasi kepada pedagang dan dilaksanakan
pengawasan kemetrologian

Sosialisasi kepada pelaku UKM melalui

7. Pengawas kemetrologian diikutsertakan dalam pelatihan

10.

dan uji kompetensi.

Sosialisasi kepada pedagang, pelaku usaha dan
distributor tentang pentingnya pelaporan harga

Operasi pasar bekerjasama dengan distributor dan
pelaku usaha

Sosialisasi dan pengawasan kepada pangkalan dan agen

gas LPG 3 kg, serta KPL dan Distributor Pupuk




4.4 Isu - isu Strategis

1. Mewujudkan  koperasi tertib administrasi dan

penguatan kelembagaan.

2. Mewujudkan koperasi berkualitas dan modern serta
berkompeten

3. Mewujudkan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP
100 %

4. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM dengan
memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan,
kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan
berusaha seluas mungkin.

S. Melakukan pengusulan penambahan aparatur di
Dinas KUKMP untuk semua bidang.

6. Melakukan pengadaan sarana prasarana pendukung
kelancaran kegiatan kinerja.

7. Fluktuasi harga bapokting yang dapat menyebabkan
inflasi
Harga Bapokting yang melebihi HET
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk

melaksanakan tera/tera ulang UTTP
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